' BUPATI GORONTALO UTARA
PROVINSI GORONTALO

PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA
NOMOR ‘@ ~ TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR DALAM
PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
| DI KABUPATEN GORONTALO UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI GORONTALO UTARA,
Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Menteri Kesehatan

Nomor HK.01.07/MENKES/279/2020 tentang Penetapan
Pembatasan ' Sosial Berskala Besar Di_ Wilayah Provinsi

Gorontalo Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus
PARAF KOORDINASE -

NO

PENGELOLA PARAF Disease 2019 (COVID-IQ) dan menindaklanjuti k.etentuan

Kataksa BPoof| Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pedoman

" Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam

KABAG
HUKUM - Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Di Provinsi
ASISTEN 1 /

Gorontalo, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati

SEKRETARIS

* | DaeraH > Gorontalo Utara tentang Pedoman Pelaksanaan Pembatasan
5 | WAKIL //@/ . ' ' )
BUPATI Sosial Berskala Besar Dalnam Penanganan Corona Virus
» _
6 | BUPATI SNTUS Disease 2019 (COVID-19) Di Kabupaten Gorontalo Utara;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit

Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984
Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1984 Nomor 3723); |

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan -
Provinsi Gorontalo (Lembaran | Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4060);



BUPATI GORONTALO UTARA
PROVINSI GORONTALO

PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA
NOMOR '3 - TAHUN 2020
__ TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR DALAM
PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
DI KABUPATEN GORONTALO UTARA |

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI GORONTALO UTARA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Menteri Kesehatan
Nomor HK.01.07/MENKES/279/2020 tentang Penetapan
Pembatasan Sosial Berskala Besar Di Wilayah Provinsi‘
Gorontalo Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus
Disease 2019 (COVID-19) dan menindaklanjuti ketentuan
Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pedoman
Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam
Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Di Provinsi
Gorontalo, dipandang peﬂu menetapkan Peraturan Bupati
Gorontalo Utara tentang Pedoman Pelaksanaan Pembatasan
Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Corona Virus Disease
2019 (COVID¥19) Di Kabupaten Gorontalo Utara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit
Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984
Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1984 Nomor 3723);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan
Provinsi Gorontalo (Lembaramr Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4060);
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Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan
Kabupaten Gorontalo Utara di Provinsi Gorontalo (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 13, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomon 4687);
Undang-Undang  Nomor 24 Tahun 2007 tentang
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara - Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4723); |
Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144,
tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5063);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang—Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi

Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5601);

. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6236); _

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas
Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus
Disease 2019 (COVID-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi
Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional
Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
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10.

11,

12,

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang
Penanganan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang
Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan
Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) {Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487); |
Keputusan Presiden Nornor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas
Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
Keputusan Pesiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan
Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019
{COVID-19);

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 949 /Menkes/SK/VII/2004
tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Kewaspadaan Dini
Kejadian Luar Biasa;

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 18 Tahun 2020
tentang Pengendalian Transportasi dalam rangka Pencegahan
penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 361});

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 25
tahun 2020 Pengendalian Trasnportasi Selama Masa Mudik
Idul Fitri Tahun 1441 H;

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang
Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka
Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
{Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 326});
Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana
Nomor 9.A Tahun 2020 tentang Penetapan Status Keadaan
Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Vifus Corona
di Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Keputusan
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13.A
Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu
Darurat Bencana Wabah Penyakit akibat Virus Corona

di Indonesia;

Kalaksa | Kabag . Wakil
EPBDW Hukum Asisten | Sckda Bugati

= 7 ARy



Menetapkan

19.

20,

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/
104/2020 tentang Penetapan Infeksi Novel Coronavirus (Infeksi
2019-nCov) sebagai Jenis Penyakit Yang Dapat Menimbulkan
Wabah dan Upaya Penanggulangannya;

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor

- HK.01.07/Menkes/279/2020 tentang Penetapan Pembatasan

21,

22,

23.

24.

Sosial Berskala Besar di Wilayah Provinsi Gorontalo Dalam
Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019
(COVID-19).

Surat Edaran Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2020 tentang
Panduan Ibadah Ramadhan dan Idul Fitri 1 Syawal 1441 H di
tengah Pandemi Wabah Covid-19;

Maklumat Kepala Kepolisian Republik Indonesia ~Nomor
MA_K/:Z fII1/2020 tentang Kepatuhan Terhadap Kebijakan
Pemerintah Dalam Penanganan Penyebaran Corona Virus
(COVID-19);

Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 15 Tentang Pedoman
Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam
Penanganan Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) Di Kabupaten
Gorontalo Utara.

Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor 139/32/1V/2020
tentang Peﬁetapan Status Tanggap Darurat Bencana
Penanganan Wabah COVID-19 di Wilayah Provinsi Gorontalo;

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN
PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR DALAM PENANGANAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI KABUPATEN
GORONTALO UTARA. |

BAB1I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupaﬁ ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

Bupati adalah Bupati Gorontalo Utara.
Daerah adalah Kabupaten Gorontalo Utara.
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http://HK.01.07/Menkes/

3. Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease
2019 (COVID-19) Kabupaten Gorontalo Utara yang selanjutnya
disebut Gugus Tugas COVID-19 tingkat Kabupaten adalah
Gugus 'I‘ugaé Percepatan Penanganan Corona Virus Disease
2019 (COVID-19) yang dibentuk Pemerintah Kabupaten
Gorontalo Utara untuk tingkat Kabupaten.

4. Pembatasan Sosial Berskala Besar yang selanjutnya disingkat
PSBB adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam
suatu “dlayéh vang diduga terinfeksi Corona Virus Disease
2019 (COVID-19) sedemikian rupa untuk mencegah
kemungkinan penyebaran Corona Virus Disease 2019
(COVID-19).

5. Barang Kebutuhan Pokok adalah barang yang menyangkut
hajat hidup orang banyak dengan skala pemenuhan kebutuhan

- yang tinggi serta menjadi faktor pendukung kesejahteraan
masyarakat.

6. Barang Penting adalah barang strategis yang berperan penting
dalam menentukan kelancaran pembangunan nasional.

7. Penduduk adalah setiap orang yang berdomisili dan/atau
berkegiatan di Kabupaten Gorontalo Utara.

8. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan warga negara
Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum
atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan
“dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia
yang melakukan kegiatan usaha di bidang Perdagangan.

BABII
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2
Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan
PSBB dalam rangka percepatan penanganan Corona Virus
Disease 2019 (COVID-19} di Daerah.

Pasal 3
Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
ai. membatasi _kegiatan tertentu dan pergerakan orang dan/atau
barang dalam rangka mencegah/menekan meluasnya penyebaran
Corona Virus Disease 2019 (COVID-lQ];
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b. meningkatkan antisipasi perkembangan eskalasi penyebaran
Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);

¢. memperkuat upaya pencegahan dan penanganan kesehatan akibat
Corona Virus Disease 2019 (COVID-19); dan

d. menangani dampak sosial dan ekonomi dari penyebaran Corona
Virus Disease 2019 (COVID- 19),

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 4
Ruang lingkup Peraituran Bupati ini meliputi:
a. pelaksanaan PSBB; |
b. hak, kewajiban serta pemenuhan kebutuhan dasar penduduk
selama PSBB;
¢. sumber daya penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
d. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan

e. sanksi.

BAB 1V
PELAKSANAAN PSBB
Bagian Kesatu

Umum

. Pasal b

(1} Dalam upaya mencegah meluasnya penyebaran Corona Virus
Disease 2019 (COVID-19), Bupati melaksanakan PSBB di wilayah
Daerah. :

(2) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan
secara bersama oleh Gugus Tugas Kabupaten, Pemerintah
Kecamatan dan Pemerintah Desa.

(3) PSBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam
bentuk : _
a.pembatasan kegiatan di luar rumah yang dilakukan oleh setiap

orang yang berdomisili dan/atau berkegiatan di wilayah

Daerah;
b.pembatasan kegiatan pergerakan orang masuk ke wilayah |
Daerah.
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{4)

(S)

(6)

(7)

(8)

Pembatasan kegiatan di luar rumah dalam pelaksanaan PSBB

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi : |

a. pelaksanaan' proses belajar mengajar di sekolah dan/atau
institusi pendidikan lainnya;

b. kegiatan bekerja di tempat kerja;

¢. kegiatan keagamaan di rumah ibadah;

d. kegiatan di tempat atau fasilitas umum;

e. kegiatan sosial dan budaya; dan

f. kegiatan pergerakan orang dan/atau barang menggunakan
moda transportasi di wilayah Daerah.

Pembatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diprioritaskan

pada wilayah | perbatasan antar Provinsi, perbatasan antar

Kabupaten, pusat perkantoran dan perekonomian, yaitu:

a. Kecamatan Kwandang;

b. Kecamatan Atinggola;

c. Kecamatan Tolinggula;

d. Kecamatan Anggrek;

e. Kecamatan Tomilito;

f. Kecamatan Biau;

g. Kecamatan Penelo Kepulauan;

h. Kécamatan Gentuma Raya;

i. Kecamatan Monano;

j. Kecamatan Sumalata;dan

k. Kecamatan Sumalata Timur;

Pembatasan kegiatan pergerakan orang masuk wilayah Daerah
maupun wilayah perbatasan Provinsi sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) huruf b yaitu semua orang dan/atau moda
transportasi yang digunakan masuk ke wilayah Daerah melalui
pintu masuk Darat dan Laut.

Dalam pelaksanaan Pembatasan kegiatan pergerakan orang
masuk ke Daerah perbatasan Provinsi melalui pintu masuk darat
dan Laut, Gugué" Tugas Kabupaten bersifat membantu dan
berkoordinasi dengan Gugus Tugas Provinsi.

Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa yang berada di
wilayah perbatasan Daerah Provinsi maupun wilayah Daerah
dapat membantu pada pelaksanaan Pembatasan kegiatan

pergerakan orang masuk jika dibutuhkan.
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(9) Selama pemberiakuan PSBB, setiap orang wajib:

(1)

- (2)

(1)

- a.menerapkan dan melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan

Sehat (PHBS} antara lain:

1. selalu cuci tangan pakai sabun;
tidak merokok dan minuman keras;
tidak meludah di sembarang tempat;

buang air besar pada tempatnya;

goR 0N

menjaga kebersihan dan tidak membuang sampah di
sembarang tempat; dan
6. menggunakan masker.
b.melaksanakan protokol pencegahan dan penanganan Corona
Virus Disease 2019 (COVID-19). |

Bagian Kedua
. Pembatasan Pelaksanaan Belajar Mengajar
di Sekolah dan/atau Institusi Pendidikan

Pasal 6

Selama pemberlakuan PSBB, dilakukan penghentian sementara
kegiatan di sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya. ‘
Dalam pelaksanaan penghentian sementara kegiatan di sekolah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), semua kegiatan belajar
mengajar  diubah  pelaksanaannya dengan  melakukan
pembelajaran di rumah/tempat tinggal masing-masing melalui
media yang paling efektif dengan mengutamakan upaya
pencegahan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
Kegiatan pelayanan adfninistrasi sekolah dikerjakan dari rumah
dengan bentuk pelayanan yang disesuaikan.

Teknis pelaksanaan dan evaluasi pembelajaran serta pelayanan
administrasi sekolah yang merupakan kewenangan. Daerah
selama pemberlakuan PSBB diatur lebih lanjut oleh Perangkat
Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang

pendidikan.

Pasal 7
Institusi pendidikan lainnya yang dilakukan penghentian
sementara selama pemberlakuan PSBB sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 6 ayat (1), meliputi:
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a. lembaga pendidikan tinggi;
b. lembaga pelatihan;

c. lembaga penelitiari,

d. lembaga pembinaan; dan
e. lembaga sejenisnya.

Penghentian sementara kegiatan di institusi pendidikan lainnya

_- sebagaimana dimaksud pada ayat (1}, dikecualikan bagi lembaga

pendidikan, pelatihan, penelitian yang berkaitan dengan

pelayanan kesehatan.

Dalam pelaksanaan penghentian sementara Kkegiatan di institusi

pendidikan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kegiatan
belajar mengajar dan pelayanan administrasi dilaksanakan secara

daring dari rumah sesuai ketentuan teknis dari instansi terkait.

Pasal 8

Dalam penghentian sementara kegiatan selama pemberlakuan

PSBB, penanggung jawab sekolah dan institusi pendidikan

lainnya wajib:

a. memastikan = proses pembelajaran tetap berjalan dengan
menggunakan media yang paling efektif dan terpenuhinya hak
peserta didik dalam mendapatkan pendidikan;

b. melakukan pencegahan penyebaran Corona Virus Disease
2019 (COVID-19} 'di lokasi dan lingkungan sekolah dan/atau
institusi pendidikan lainnya; dan

c. menjaga keamanan sekolah dan/atau institusi pendidikan

lainnya.

‘Upaya pencegahan penyebaran Corona Virus Disease 2019

(COVID-19) di lokasi dan lingkungan sekolah dan/atau institusi
pendidikan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
dilakukan secara berkala dengan cara:

a. membersihkan dan melakukan disinfeksi sarana dan

prasarana sekolah; dan

b. menerapkan protokol pencegahan penyebaran Corona Virus

Disease 2019 (COVID-19) bagi pendidik dan tenaga

kependidikan lainnya.
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Bagian Ketiga -

Pembatasan Kegiatan Bekerja di Tempat Kerja

Pasal 9

(1) Selama pembeﬂakuan PSBB, dilakukan penghentian sementara

kegiatan bekerja di tempat kerja.

(2) Selama penghentian sementara kegiatan bekerja di tempat

kerja/kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib

mengganti Kkegiatan bekerja di tempat kerja dengan kegiatan

bekerja di rumah/tempat tinggal.

(3) Pimpinan tempat kerja yang terpaksa melakukan sebagian

kegiatan bekerja di tempat kerja, wajib:

a. menjaga agar pelayanan yang diberikan dan/atau kegiatan

usaha tetap berjalan secara terbatas;
b. menjaga produktivitas/kinerja pekerja;

¢, mengatur jam kerja;

d. menyediakan pos pemeriksaan kesehatan, ruang transit, ruang.

karantina, dan petugas kesehatan di area perkantoran.

€. petugas yang berjaga wajib menerapkan protokol pencegahan
penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

{4) Upaya menerapkan protokol pencegahan penyebaran Corona Virus
Disease 2019 (COVID-19) di lokasi dan lingkungan tempat kerja
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e, dilakukan secara

berkala dengan memprioritaskan kegiatan:

a. pembersihan lingkungan tempat kerja;

b. penyemprotan disinfeksi pada lantai, dinding dan perangkat

bangunan tempat kerja; dan

c. menutup akses masuk bagi pihak-pihak yang tidak

berkepentingan.

Pasal 10

(1). Dikecualikan dari penghentian sementara kegiatan bekerja di

tempat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), bagi

tempat kerja dengan kategori:

a. seluruh kantor/instansi Pemerintahan Daerah, TNI/Polri,

Pemerintah Pusat berdasarkan

pengaturan

dari

kementerian/lembaga terkait secara langsung dan tidak

langsung dengan kegiatan pertahanan dan keamanan di

Daerah, pelayanan publik, Bank Indonesia, Keuangan dan
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{2)

Perbankan, utilitas publik, petugas kebersihan jalan dan
pengangkut sampah, Pembangkit Listrik dan Unit Transmisi,
pengelola panti, dan kegiatan penanganan Corona VirusDisease
2019 {COVID-19);

b. Badan Usahé Milik Negara/Daerah yang turut serta dalam
penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau
dalam pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat mengikuti
pengaturan dari kementerian terkait dan/atau Pemerintah |
Daerah,;

c. pelaku usaha yang bergerak pada sektor:;

1) kesehatan;

2] bahan pangan/ makanan/ minuman;

3) energi;

4) komunikasi dan teknologi informasi;

5) keuangan;

6) Notaris;

7) logistik;

8) perhotelan;

9) konstruksi;

10) sarana prdduksi pertanian dan perikanan;

11) industri strategis; |

12) pelayanan dasar, utilitas publik dan industri yang
ditetapkan sebagai objek vital nasional dan objek tertentu;

13) perbengkelan yang khusus melayani perbaikan dan
pemeliharaan kendaraan Gugus Tugas, Kendaraan
Pelayanan Kesehatan, Kenderaan Pemerintah dan
Kendaraan Logistik; dan/atau

14) kebutuhan sehari-hari.

d.Organisasi kemasyarakatan lokal dan internasional yang
bergerak pada sektor kebencanaan dan/atau sosial.

Dalam hal melakukan pengecualian terhadap penghentian

sementara Lkegiatan bekerja di tempat kerja sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), pimpinan tempat kerja wajib

melakukan: ,

a. pembatasan interaksi dalam kegiatan kerja;

b. pembatasan setiap orang yang mempunyai penyakit penyerta
dan/atau kondisi yang dapat berakibat fatal apabila terpapar
Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) untuk melakukan

kegiatan di tempat kerja, antara lain:
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1)
2)
3)
4)
9)
6)
7)

penderita tekanan darah tinggi;
pengidap penyakit jantung;
pengidap diabetes; |

penderita penyakit paru-paru;
penderita kankeré

ibu hamil; dan

usia lebih dari 60 (enam puluh) tahun.

. perierapan protokol pencegahan penyebaran Corona Virus
Disease 2019 (COVID-19) di tempat kerja, meliputi:

1)

2)

3}

4)

5)

7)

-

%)

memastikan tempat kerja selalu daiam keadaan bersih dan
higienis;

seluruh karyawan di area perkantoran menggunakan
masker dan mencuci tangan secara teratur dengan saibun
dan air yang mengalir atau pencuci tangan berbasis
alkohol,;

bekerja sam};l dalam perlindungan kesehatan dan
pencegahan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dengan
fasilitas pelayanan kesehatan terdekat untuk tindakan
darurat;

menyediakan vitamin dan nutrisi tambahan guna
meningkatkan imunitas pekerja;

melakukan disinfeksi secara berkaia pada lantai, dinding
dan perangkat bangunan tempat kerja;

melakukan deteksi dan pemantauan suhu tubuh
karyawan yang memasuki tempai: kerja serta memastikan
karyawén yang bekerja di tempat kerja tidak sedang
mengalami suhu tubuh diatas normal atau sakit;
mengharuskan cuci tangan dengan sabun rdan/atau
pembersih tangan (hand sanitizer) termasuk menyediakan
fasilitas cuci tangan yang rhemadai dan mudah di akses
pada tempat kerja;

menjaga jarak antar sesama karyawan (physical distancing)

paling sedikit dalam rentang 1 (satu) meter;

melakukan  penyebaran informasi serta anjuran/

himbauan pencegahan Corona Virus Disease 2019
(COVID-19) untuk disebarluaskan pada lokasi strategis di
tempat kerja; dan

10} dalam hal ditemukan adanya tenaga kerja di tempat kerja

yang menjadi pasien dalam pengawasan, maka:
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a) kegiatan pekerjaan di tempat kerja harus dihentikan
sementara paling sedikit 14 {empat belas) hari kerja;

b) petugas medis dibantu satuan pengamanan melakukan
evakuasi dan penyemprotan uisinfektan pada seluruh
tempat, fasilitas dan perélatan kerja; dan

c) penghentian sementara dilakukan hingga proses evakuasi
dan penyemprotan disinfektan, serta pelaksanaan
pemeriksaan kesehatan dan isolasi tenaga kerja yang
pernah melakukan kontak fisik dengan tenaga kerja yang
terpapar Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) telah
selesai.

(3) Terhadap kegiatan penyediaan makanan dan minuman,
penanggungjawab restoran/ rumah makan/ usaha sejenis
memiliki kewajiban untuk:

a. membatasi layanan hanya untuk dibawa pulang secara
langsung (take away), atau melalui pemesanan secara daring,
dan/atau dengan fasilitas telepon/layanan antar ;

b.menandai tempat antrian berdiri maupun duduk bagi
pembeli/pelanggan agar terjaga jarak antrean paling kurang
1,5 (satu setengah) meter antar pelanggan; '

c.menerapkan prinsip hygiene, sanitasi pangan dalam proses
penanganan pangan sesuai ketentuan;

d. menyediakan alat bantu seperti sarung tangan dan/atau
penjepit makanan untuk meminimalkan kontak langsung
dengan makanan siap saji dalam proses.persiapan, pengolahan
dan penyajian;

e. memastikan kecukupan proses pemanasan dalam pengolahan
makanan sesuai standar;

f. melakukan pembersihan area kerja, fasilitas dan peralatan,
khususnya yang memiliki permukaan yang bersentuhan
langsung dengan makanan;

g. menyediakan tempat cuci tangan dengan sabun bagi pelanggan
dan pegawai; |

h.melarang karyawan yang sakit atau menunjukkan suhu tubuh
diatas normal, batuk, pilek, diare dan sesak nafas untuk
bekerja; dan

i. mengharuskan bagi penjamah makanan menggunakaxi sarung
tangan, masker kepala dan pakajan kerja sesuai pedoman

keselamatan dan kesehatan kerja.
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(4) Terhadap kegiatan perhotelan, penanggungjawab hotel wajib:

a. menyediakan layanan khusus bagi tamu yang ingin melakukan

isolasi mandiri;

b. membatasi tamu hanya dapat berkegiatan dalam kamar hotel

dengan memanfaatkan layanan kamar (room service);

¢. meniadakan kegiatan dan/atau menutup fasilitas layanan hotel

yang dapat menciptakan kerumunan orang dalam area hotel;

d. melarang tamu yang sakit atau menunjukan gejala infeksi

saluran nafas yaitu suhu tubuh diatas normal, demam, batuk,

pilek, diare dan sakit tenggorokan untuk masuk hotel;

e. mengharuskan karyawan menggunakan masker, sarung tangan

dan pakaian kerja sesuai pedoman keselamatan dan kesehatan

kerja; dan

. mengharuskan cuci tangan dengan sabun dan /atau pembersih

tangan (hand sanitizer) termasuk menyediakan fasilitas cuci

tangan yang memadai dan mudah diakses pada tempat kerja.

(5) Terhadap kegiétan konstruksi, pimpinan tempat kerja memiliki

kewajiban dengan ketentuan sebagai berikut:

a. kegiatan konstruksi yang sedang berjalan dapat dilakukan

| dengan'membatasi kegiatan pekerja hanya berada di kawasan

proyek; dan

b. pemilik dan/atat penyedia jasa pekerjaan konstruksi wajib:

1). menunjuk penanggung jawab dalam pelaksanaan
pencegahan Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19) di
kawasan proyek; |

2) membatasi kegiatan dan interaksi pekerja hanya dilakukan
di dalam kawasan proyek;

3} menyediakan tempat tinggal dan kebutuhan hidup sehari-
hari seluruh pekerja selama berada di kawasan proyek;

4) menyediakan mahg kesehatan di tempat Kkerja yang
dilengkapi dengan sarana kesehatan yang memadai;

5) mengharuskan pekerja menggunakan masker, sarung tangan
dan pakaian kerja sesuai pedoman. keselamatan dan
kesehatan kerja;

6) mengham#kan cuci . tangan dengan sabun dan/atau
pembersih tangan (hand sanitizer) termasuk menyediakan
fasilitas cuci tangan yang memadai dan mudah diakses pada
tempat kerja. '
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7) melarang setiap ofang,. baik pekerja maupun tamu, yang
memiliki suhu badan di atas normal untuk berada di dalam
lokasi kerja;

8) menyampaikan penjelasan, anjuran, .kampanye, pmomosi
teknik pencegahan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
dalam setiap kegiatan pcnyuluhail K3 pagi hari atau safety
'momfng talk; dan

9) melakukan pemantauan secara berkala kesehatan pekerja
selama berada di kawasan proyek.

(6) Terhadap kegiatan Pelabuhan Perikanan: dan atau Tempat
Pelelangan Ikan (TPI), Kepala Unit Pelaksana Tekhnis Daerah
(UPTD) memiliki kewajiban dengan ketentuan sebagai berikut:

a. kegiatan yang | sedang berjalan dapat dilakukan dengan
membatasi kegiatan pekerja hanya berada di kawasan
Pelabuhan Perikanan dan atau TPI; dan

'b. Kepala Dinas Terkait wajib:

1) menunjuk kepala UPTD selaku' penanggungjawab dalam
pelaksanaéln pencegahan Corona Virus Disease 2019 (COVID-
19} di kawasan Pelabuhan Perikanan dan atau TPI; |

2) membatasi kegiatan dan interaksi pekerja hanya dilakukan
di dalam Kawasan Pelabuhan Perikanan dan atau TPI;

3) menyediakan. ruang kesehatan di tempat kerja yang

~ dilengkapi dengan sarana kesehatan yang memadai;

4) mengharuskan pekerja menggunakan masker, sarung tangan
dan pakaian Kkerja sesuai pedoman Kkeselamatan dan
kesehatan kerja; |

| 5) menyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai dan mudah
diakses pada tempat kerja dan mengharuskan cuci tangan
dengan sabun dan/atau pembersih tangan f(hand sanitizer),
baik kepada pekerja maupun pelanggan;

6) Melarang Pekerja maupun Pelanggan Merokok dan Minuman
Keras.

7) melarang bekerja karyawan dan tidak menerima pelanggan
yang sakit atau menunjukkan suhu tubuh diatas normal,
batuk, pilek, diare dan sesak nafas untuk berada di lokasi
Pelabuhan Perikanan dan TPI;

8} menyampaikan penjelasan, anjuran, kampanye, promosi
teknik pencégahan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
dalam setiap kegiatan penyuluhan K3 pagi hari; dan
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9) melakukan pemantauan secara berkala kesehatan pekerja
selama berada di kawasan Pelabuhan Perikanan dan TPI.

10) untuk. pekerja, aturan waktu mengikuti ketentuan yang
secara tekhnis diatur oleh kepala UPTD, sedangkan untuk
pelanggan hanya diperkenankan. berada di Kawasan
Pelabuhan Perikanan dan TPI sesuai ketentuan waktu yang
diberlakukan. -

Bagian Keempat

- Pembatasan Kegiatan Keagamaan di Rumah Ibadah

(1)

(4)

(1)

Pasal 11 |
Selama pemberlakuan PSBB, dilakukan penghentian sementara
kegiatan keagamaan di rumah ibadah dan/atau di tempat
tertentu.
Selama penghentian sementara kegiatan keagamaan di rumah
ibadah dan/ atau di tempat tertentu sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), kegiatan keagamaan dilakukan di rumah masing-masing,
sesuai dengan arahan dari Kementerian Agama Republik
Indonesia, dan atau Lembaga Keagamaan
Pembimbing/guru agama dapat melakukan kegiatan pembinaan
keagamaan secara virtuat. |
Selama penghentian sementara kegiatan keagamaan di rumah
ibadah dan/atau di tempat tertentu sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), kegiatan penanda waktu ibadah seperti adzan, lonc':-eng,
dan/atau penanda waktu ibadah lainnya dilaksanakan seperti

biasa.

Pasal 12

Selarﬂé--pemberlakuan PSBB, kepala desa bersama penanggung-
jawab rum:enh\ ibadah, Lembaga agama dan Tokoh agama
setempat, serta didampingi bintara pembina desa {Babinsa) dan
bhayangkara Pembina keamanan dan ketertiban masyarakat
(Bhabinkantibmas) wajib: '
a. memberikan edukasi atau pengertian kepada jamaah agar

masing-masing untuk tetap melakukan kegiatan keagamaan di

rumah dengan menjaga jarak setiap orang;
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. (2}

(1)

@)

@
“

(5

b. melakukan pencegahan penyebarén Corona Virus Disease 2019
© (COVID-19) di rumah-rumah ibadah di wilayah masing-masing;
C. menjaga keamanan rumah-rumah 1badah di wilayah masmg—

masing.

Upaya pen_éeg’ahan penyebaran Corona Virus Disease 2019
L (COVID—IQ-)'di 'fumah ibardah sebagajmana dimaksud pada ayat (1)

huruf b dilakukan secara berkala dengan cara:

a, membersihkan rumah ibadah dan lingkungan sekitarnya; -

b. melekukan disinfeksi pada lantai, dinding, dan perangkat
bangunan rumah 1badah dan _ | | R |
¢. menutup akses masuk  bagi pihak-pihak yang tidak -

berkepentingan.

Bagian Kelima

- Pembatasan Kegiatars d1 Tempat atau Fasilitas umum

Pasal 13

Selama pemberlakuan PSBB, penduduk dllamng melakukan.

Kegiatan di tempat atau fasilitas umum. _

Tempat atau fasilitas umum sebaga.imaria 'dimaksud pada ayat
(1) antara lain: '

a. Pasar,

b. Taman bermam,

¢. Tempat bcrolahraga; dan

d. Tempat wisata. |

Pengelola tempat atau fasilitas umum wajib menutup- sementara
tempat atau fé’silitas umum untuk kegiatén penduduk selama
pemberlakuan PSBB. | '

Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a yang
dilarang melakukan kegiatan dalam pemberlakuan PSBB adalah

Pasar mmgguan dan Pasar dadakan.

leecuallkan dan larangan keglatan di tempat atau fasﬂltas
umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1),_ kegiatan penduduk
untuk: |

a. memenuhi kebutuhan pokok dan/atau kebutuhan sehari-hari;
b. memenuhi kebutuhan layanan kesehatan;

¢. memenuhi kebutuhan layanan Zakat Infaq dan Sedeqah dan

d. memenuhl kebutuhan petugas penanganan Covid-19.
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(6) Kegiatan penduduk di tempat umum yang dikecualikan_
sebagalmana dlrnaksud pada ayat (3), dapat d11akukan dari
pukui 06. 00 wita sampai dengan pukul 17.00 wita.

Pasal 14

(1) Pemenuhan kebutuhan pokok sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 13 ayat (5) huruf a, meliputi kegiatan penyediaan,
péngoléhan penyaluran dan/atau pengiriman:

a. bahan pangan / makanan / mmuman,

b. energi;

c. komunikasi dan teknologi _informasi; |

d.'keuangan, perbankan dan sistem pembayaran; dari/ atau
e logistik. |

(2} Pemenuhan kebutuhan sehari-hari sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 13 ayat (5) huruf a, meliputi: |
a. penyediaan barang retail di:

1) pasar harian; | -

2) toko swalayan, berjenis minimarket, supermarket, perkulakan
dan toko khusus baik yang berdiri sendiri maupun yang
berada di pusat perbelanjaan; atau

3) toko/warung kelontong.

b. jasa binatu (laundry)

(3) Pasar harian dan/atau penjualan takjil dapat dﬂaksana.kan
dengan memperhatlkan protokol pencegahan Covid-19 dan jam
permberlakuar. PSBB.

{4) Dalam melayani perrienuhan kebutuhan penduduk selama
pemberlakuan' PSBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2), pelaku usaha/penjual wajib mengikuti ketentuan
pembatasan kegiatan sebagai berikut: |
a. mengutamakan layanan pemesanan barang, jasa dan, secara

daring dan/atau jarak jauh, dengan fasilitas layanan antar dan

pembayaran secara online; -
b. menerapkan pembatasan jarak antar sesama konsumen
_ '(physical diétancing) yang datang ke pasai‘ harian/toko paling
- kurang dalam fentang .'1,5 (satu setengah) meter, dengan
-_pen_gawasaﬁ oleh petugas yang ditunjuk oleh unit dan/atau
dinas terkait; . - | o | ..
c. menerapkan pembatasa_n_ jarak antar ‘penjual (phySical

distancing) di pasar rakyat, paling kurang dalam rentang 1,5
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(satu setengah) meter, yang diatur, diarahkan dan diawasi oleh
petugas yang ditunjuk oleh dinas perdagangan, perindustrian,
Koperasi dan UKM yang melibatkan -unsur Gugus Tugas
Kabupaten dan Gugus 'I‘ugas Desa, _ .

d. tidak rnelayam pembeli yang tidak menggunakan masker;

e. mewajibkan setiap karyawan menggunakan masker dan
pakaian kerja sesuai pedoman keselamatan dan ‘Lesehatan
kerja; - ' o o

f. melakukan .disinfeksi secara berkala, sebelum dan sesudah
aktifitas pasar dan tempat usaha;

g melakukan deteksi dan pemantauan suhu tubuh karyawan dan
konsumen yang memasuki pasar hanan/toko/ tempat usaha
serta memastikan karyawan yang bekerja tidak sedang
mengalam1 demam ringan atau sakit;

h. menyampaikan update informasi lewat media sosial terkait
ketersediaan barang; | o |

i turut menjaga stabilitas ekonomi dan kemampuan daya beli
konsumen barang dengan tidak menaikkan harga barang;

j. memberikan kes'empatan penjualan produk lokal pada outlet-

| ‘outlet penjualan, _ : |

k. tidak melakukan pembelian/menimbun kebutuhan bahan
pokok serta membatasi jumlah pembelian masyarakat secara
berlebihan; . | |

L melaksahakan anjuran cuci tangan dengan sabun dan/atau
pembersih tangan (hand sanitizer) termasuk menyediakan
fasilitas cuci tangan yang memadai dan mudah diakses oleh
konsumen dan karyawan | |

m.dilakukan dari pukul 06.00 mta sampal dengan pukul 17. 00
wita; |

(5) Penyediaan bérang retail délam: masa PSBB yang dilakukan di
pasar harian sebaga_imana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka

1} wajib melakukan ketentuan pembatasan . sebagaimana

dimaksud pada ayat (4), dengan secara teknis direncanakan,

dikoordinasikan, disosialisasikan, dan dilaksanakan serta

. dimonitoring secara rutin, oleh dinas perdagangan,

perindustrian, Kopérasi dan UKM yang melibatkan seluruh -

pedagang pasar dan pengunjung pasar.
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(1)

_ Pasal 15 .
Pemenuhan kebutuhan layanan kesehatan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf b dilaksanakan oleh
tenaga kesehatén pada fasilitas layanan kesehatan;

Pemenuhan kebutuhan layanan kesehatan wajib meng1kut1

* ketentuan pembatasan kegiatan sebagai benkut

(3)

a. mewajibkan pasien dan petugas kesehatan menggunakan
masker dan sarung tangan; )

b. menerapkan i)embatasan jarak antar sesama pasien {physical
distancing) yé.ng datang ke layanan kesehatan -paling kurang
dalam rentang 1,5 {satu setengah) meter;

.. apabila ada tindakan medis yang mengharuskan petugas

kesehatan melakukan kontak fisik dengan pasien maka
diwajibkan untuk menggunakan APD;

d. melaksanakén anjuran cuci tangan dengan sabun_dan/'atau
pembersih tangan (hand sanitizey termasuk menyediakan
fasilitas cuci tangan yang memadai dan mudah diakses oleh
pasien; dan |

e. dilakukan dari pukul 06.00 wita sampal dengan pukul 17.00
wita; '

ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, dapat

- dikecualikan dalam kondisi mendesak yang membutunkan

(1)

penangan yang sifatnya emergency.

Pasal 16 7
Pemenuhan kebutuhan terhadap layanan Zakat, Infaq dan
Sedeqah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf ¢
dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten
yang pengelolaannya ditingkat desa dilaksanakan oleh Unit
Pengumpul Zakat (UPZ); ‘
Pemenuhan kebutuhan terhadap layanan Zakat, Infaq dan
Sedegah wajib mengikuti ketentuan pembatasan '.kegiatan',
sebagai berikut: |
a. mengutamakén layanan pembayaran/penyetoran Zakat, Infaq
dan Sedeqah, secara daring dan/atau jarék jauh, dengan
pembayaran secara online/transfer perbankan (e-banking,
ATM); ' |
b. layanan pembayaran Zakat, Infaq dan Sedeqéh secara manual,

dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)
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- Kabupaten yang -pengelolaahnya ditingkat desa dilakukan oleh

Unit Pengumpul Zakat (UPZ);

c. petugas pengumpul sebagaimana dimaksud p'ada' ‘ayat (2)

huruf b Wa_]lb

1) menggunakan masker dan sarung tangan,

2) menerapkan pembatasan jarak (physical dzstancmg) paling

kurang dalam rentang 1,5 (satu setengah) meter;

3) melaksanakan anjuran cuci tangan dengan sabun dan/atau |

pembers1h tangan (hand samt:zer)

d.Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten dan Unit
Pengumpul Zakat (UPZ) menyampaikan update mformas1 lewat
media sosial, media elektronik terkait besaran zakat fitrah dan
mekanisme pengumpulan berdasarkan ketétapari‘ Pemerintah.
e. dilakukan dari pukul 06.00 wita sazripai dengan pukul 17.00

- wita,

. Baglan Keenam

Pembatasan Keglatan Sosial dan Budaya

. Pasal 17

(1) ‘Selama pemberlakuan PSBB, dilakukan penghentian sementara

(2

atas keglatan sosaal dan budaya yang menlmbulkan kerumunan

orang.

Keglatan 3051a.l dan budaya sebagam:lana dunaksud pada ayat(l) 3

termasuk pula keglatan yang berkaitan perkumpulan atau

pertemuan

a. politik;

'b. olahraga;

(1)

c. hiburan;

d. akadenuk ‘dan

e. budaya

Pasal 18

Dikecualikan dari penghentian atas keglatan sosml dan budaya

sebagaimana dimaksud dalam Pasal -17 ayat (1), untuk kegiatan |

pemakaman kematian yang bukan karena Corona. Virus Disease .'

2019 (COVID- 19)
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(2}

(1)

Pelaksanaan keglatan pemakaman kematian yang bukan karena

Corona Virus Disease 2019 (COVID--19) sebagalmana d1maksud

pada ayat (1), dllaksanakan ‘dengan ketentuan:

a. dilakukan di rumah duka; _

b. dihadiri oleh ka,langan terbatas, yautu keluarga inti mak31mum
20 (dua puluh) orang;

c. menggunakan masker, dan _

d. menjaga _]arak antar plhak yang hadir (physical dtstancmg)
paling kurang dalam rentang 1,5 (satu setengah) meter.

Bagian Ketujuh
Pembatasan Pergerakan orang dan/atau Barang
 menggunakan Moda Transportasi '
di wﬂayah Daerah

Pasal 19 _ _ .
Selama pemberlakuan PSBB, pembatasan pergerakan orang
dan/atau barang menggunakan m_oda transportasi di. wilayah -

Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf f,

dilakukan penghentian sementara, kecuali untuk:

a, pemenuhan kebutu_hah pokok dan barang kebutuhan strategis;

b. pemenuhan kebutuhan medis, kesehatan dan sanitasi;

c. eksport, imﬁort;. : | _

d. layanan- kebakaran, layanan hukum, ketertiban dan layanan
kedéruratan | o |

e. kegiatan lam khusus terkaJt aspek pertahanan dan keamanan

f. keglatan Pemenntah '

Moda transporta31 untuk kegiatan pergerakan orang yang

dikecualikan dari penghentian sementara sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), untuk jenis moda transportasi:

a. kendaraan bermotor dinas dan/atau pribadi;

b. angkutan'orang dengan kendaraan bermotor umum, termasuk
bentor, dan;

c. angkutan pelayaran rakyat.

Moda transportasi untuk kegiatan pergerakan barang yang

dikecualikan dan penghentian sementara, sebagaimané. dimaksud

pada ayat (1), untuk semua jenis moda transportasi.
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(3)

Penigguna kendaraan mobil penumpang dinas dan/ atau pnbadl

sebagalmana d1maksud dalam ayat (2) huruf a, dlwajlbkan untuk B

mengikuti ketentuan sebagai berikut:

a. digunakan hanya untuk pemenahan. kebutuhan pokok
dan/atau kegiatan lain yang diperbolehkan selama PSBB;

b. melakukan disinfeksi kendaraan setelah selesai dlgunakan,

¢. menggunakan masker di daram kendaraan

d. membatasi jumlah orang maksunal 50_ % (lima puluh’ persen)
dari kapasitas kendaraan; dan '

e. tidak berkendara Jlka sedang mengalaml suhu badan dlatas

- normal atau sakit. _ _ |

Pengguna sepeda motor dinas danj/atau Iiribadi termasuk bentbr

yang digunakan untuk kepentmgan pribadi waj1b mengxkutx |

ketentuan sebagai berikut: '

a. dlgunakan hanya untuk pemenuhan kebutuhan pokok |

dan/atau kegiatanlain yang dlperbolehkan selama PSBB

N b tidak mengangkut pe_nurnpang/ berbonc_engan,

(6)

{7)

¢. menggunakan masker dan sarung tangan;
d. tidak berkendara jika sedang mengé.lami suhu badan diatas
normal atau sakit; dan _
e. melakukan disinfeksi kendaraan dan atribut setelah selesai
digunakan. | ' | '
Angkutan roda dua berbasis ap11kas1 d1bataS1 penggunaannya
hanya untuk pengangkutan barang. o |
Moda transportas1 untuk kegiatan pergerakan orang sebagaimana
dlmaksud pada ayat (2) huruf b, dan moda transportasi untuk.
keglatan ‘barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3}, wajib
mengikuti ketentuan sebagai berikut; -
a. untuk angkutan orang membatasi Jumlah orang maksimal 50 %
(lima puluh persen) dari kapas1tas angkutan
b. untuk angkutan barang berkarsi :
1) 1 (satu) baris, diangkut paling banyak 2 (dua) orang
termasuk sopir;dan
2) 2 (dua) baris, diangkut palmg banyak 3 (tiga) orarig
termasuk sopir.
c. membatasi jam operasional sesuai ketentuan PSBB;
d. melakukan dlsmfekm secara berkala rnoda transportasi yang
digunakan -

e. menggunakan masker;
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f melakukan detek31 dan pemantaua.n suhu tubuh petugas dan
penumpang yang memasuk1 moda. transporta31,
g. memastlkmi petugas dan penumpang moda, transportam tidak
sedang mengalarm suhu tubuh dxatas normai atau sak:nt dan
h.menjaga jarak antar penumpang {physical dzstancmg) paling
~ sedikit dalam rentang 1 (satu) meter. |
(8) Angkutan pelayaran rakyat dapat mengangkut penumpang
' sebagajmana dlmaksud dalam ayat (2) huruf c denganketentuan_'
sebagai benkut ' '
a. membatasi Jurnlah orang maks1mal 50 % (lima puluh persen)
dari jumlah kapasitas angkutan
b. menggunakan masker; |
¢. melakukan disinfeksi secara berkala;
d. menjaga jarak antar penumpang gahysical distancing) paling
 sedikit dalam rentang 1 (satu) meter dan |
e. menerapkan waktu operaswnal yang dlsesualkan dengan
' ketentuan PSBB. _ |
(9) _]am operasional kendaraan bermotor untuk keglatan pergerakan
orang dan_ barang sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf c_: |
mulai jam 06.00 WITA sampai dengan jam 17.00 WITA.

‘Bagian Kedelapan
- Pembatasan Kegiatan Pergerakan -
Orang Masuk Wilayah Daerah.

| _ Pasal 20

. (_1) Selama pemberlakuan PSBB, pembatasan kegiatan: pergerakan
orang dari luar wilayah Daerah berupa penghentian sementara. -

{2} Penghentian éementara sebagaimaria: dimaksud dalam ayat (1),
berlaku untuk semua kegiatan pergerakan orang dari luar wilayah

~ Daerah baik menggunakan moda transporta51 maupun tldak

(3) Penghenhan sementara semua kegiatan- pergerakan orang dan
luar wilayah Daerah yang menggunakan moda transportasi
sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), berlaku untuk semua

 moda fransportasi, kecuali moda transportasi untuk pemenuhan

kebutuhan pokok dan/atau keg1atan lam yang dlperbolehkan
selama PSBB. .

(4} Penghentian sementara sebagaimana dimaksud dalam ‘ayat (1),'
b_erlaku selamé fnas_a berlakunya PSBB. ..
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_ Bagian Kesembilan
Pengawasan
Pasal 21 |

(1) Untuk menjéi_m’n pelaksana_ain PSBE di Daerah, pada wilayah

| térténtu diperlukan pengawasan. _

(2) Wilayah tetentu yang perlu dilakukan pengawasan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. Aréa perbatasan- Daerah,;
b. Area pelabuhan, dan -
'c Area pasar

(3) Area perbatasan Daerah sebagalmana dlmaksud pada ayat (2)
huruf a terd1r1 dari Pos pengawasan perbatasan '

a. Kecamatan Atmggola dan Kabupaten Bolaangmongodow Utara;

b. Kecamatan Tolinggula dan Kabupaten Buol

c. -Kecamatan Kwandang dan Kabupaten Gorontalo;

d. Kecamatan Anggrek I (Desa mootllango) dan Kabupaten

Gorontalo (Kecamatan tibawa); dan -

e. Kecamatan Anggrek II (Desa Tolango) dan ~ Kabupaten

” Gofontalo (Kecamatan Tolangohula). ' ' _
(4) Area pelabuhan sebagaimana dlmaksud pada ayat (2) huruf b

terdiri dari pos pengawasan: |

a. Pelabuhan Kwandang/Pelabuhan Perikanan (PPI);

b. Pelabuhan Anggrek; dan .

c. Pelabuhan Perikanan (PPI) Gentuma. -

(5) Area pasar sebageumana dlmaksud pada ayat (2) huruf ¢ yakm

' pasar harian.

(6) Pasar harian sebagalmana dnnaksud pada ayat (5) terdm dari 4
(empat) titik pengawasan yang berada di 2 (dua) Keca.matan yakni:
a. Kecamatan Kwandang

- Pasar _Jagan, Desa Moluo;

- Pasar Léboto, Desa Leboto;dan

- Pasar Pontolo, Desa Pontolo. -
b. Kecamatan Anggrek;

- Pasar Pépalo, Desa: Popalo.

(7) Pelaksanaan pengawasan. sebagé.imana dimaksud pada ayat (1)
d1laksanakan oleh petugas Perangkat daerah teknis yang
membidangi bersama Gugus Tugas Kabupaten

(8} Penugasan pos pengawasan dan titik pengawasan sébagair_nana
pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati selaku ketua Gugus Tugas.
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'Kabupaten atas usulan ‘Perangkat Daerah_ teknis yang
‘membidangi. ' -
(9 Pelaksanaan pengawasan sebaga.lmana dimaksud pada ayat (2), |
dapat dibantu oleh : o
a. Kepohsmn Negara Repubhk Indonesia;
b. Tentara Nasmnal Indonesia; dan
~ ¢. instansi veftikal.lainnya
(10) Pelaksanaan pengawasan sebagmmana dlmaksud pada ayat (2)
huruf a dilaksanakan selama 24 (dua puluh empat) jam dengan
- memperhatikan protokol penanganan pencegahan Corona Virus
Disease 2019 (COVID -19).

_ - BABYV _
KEGIATAN TERTENTU YANG DILAKSANAKAN
SELAMA PSBB

' Pasal 22
Kegxatan tertentu ya_ng tetap dllaksanakan selama PSBB mehputl
a. _fasﬂltas pelayanan kesehata.n '_
b. kegiatan lain yang berkaitan dengan aspek pertahanén dan
keamanan; dan o o

C. keglatan Gugus ’I‘ugas Pusat Prov1n31 Kabupaten dan Desa

| BABVI |
HAK DAN KEWAJIBAN SERTA PEMENUHAN KEBUTUHAN
'DASAR PENDUDUK SELAMA PSBB;
' Bagian Kesatu .
- -Hak dan Kewajiban

Pasal 23 -

(1) Selama petﬁberlakuan PSBB, setlap penduduk di Daerah

_ mempunyal hak yang sama untuk: ' |
- a mendapatkan layanan sosial dasar (Pendidikan, kesehatan air

| bCrSIh), sesuai ketentuan perundang-undangan, '

b, memperoleh data dan informasi pubhk seputar Corona V:rus
Disease 2019(COVID 19), ' _
C. kemudahan akses di dalalh melakukan pengaduan seputar_ _
Corona Virus Disease 2019 (COVID-19); dan |
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d. pelayanan pemulasaraan dan pemakaman jenazah Corona
Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau terduga Corona Virus
Disease 2019 (COVID- 19). -

(2) Hak sebagalmana dimaksud pada ayat (1) huruf b dllaksanakan

o sesuai peraturan perundang-undangan.

(3) Pelayanan pemulasaraan dan pemakaman jenazah sebagalmana
dimaksud pada ayat (1) huruf d wa_ub mentaati protokol

kesehatan terkalt pemulasaraan dan pemakaman.

Pasal 24
(1 ] Selama pemberlakuan PSBB setiap penduduk di Daerah Wa_ub

a. mematuhi seluruh ketentuan di dalam pelaksanaan PSBB;

fb. ikut serta dalam pelaksanaan PSBB; dan

c. melaksanakan penlaku hidup bers:h dan sehat (PI—IBS)

(2) Dalam hal penanganan Corona Virus Dl_SéCLSE 2019 (COVID-19),
setiap penduduk wajib: . o | _ -.

a. mengikuti festing dan pemeriksaan sampel untuk Corona
Virus Disease 2019 (COVID-IQ) dalam penyelidikan
epiderriiologi (contact tracing} apabila telah ditetapkan untuk
diperiksa oleh petugas; - |

b. melakukan isolasi mandiri di tempat tinggal dan/atau shelter
maupun perawatan di rumah sakit sesualreKomendam tenaga

‘kesehatan; dan - _

c. melaporkan kepada tenaga kesehatan apabila diri sendiri

dan/atau- keluarganya terpapa.n Corona Virus Disease 2019
| " (COVID- 19). _
" (3) Pelaksanaan kewajiban" sebagaimana dimaksud péda ayat.' (2)
' harus menglkuti petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh Gugus
tugas Kabupaten

- Bagian Kedua
Pemenuhan Kebutuhan Dasar Penduduk Selama PSBB

Pasal 25 _

(1) Pemenntah Daerah Kabupatenmembenkan ba_ntuan langsung
pangan daerah -dan/atau bantuan lainnya kepada penduduk
rentan yang terdampak dalam memenuh1 kebutuhan pokoknya
selama, pelaksanaan PSBB.
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(2}

Bantuan langsung péngan daerah bersumber dari pembiayaan

- APBD Proirinsi dan APBD -Kab/ Kota, dengan komposisi 60%

ditanggung APBD Provinsi dan 40% dltanggung APBD Kabupaten,

- dan bantuan lainnya. .

@)

(4

Bantuan Langsung Pangan Daerah sebagmmana dimaksud dalam
ayat (1) diberikan dalam bentuk bahan pokok yang penyediaan
dan  pendistribusiannya dllakukan oleh agen/e-warung dan
didampingi oleh pendamping PKH; _

Mekanisme penyediaan: dan pendlstnbusuan bantuan langsung
pangan daerah dﬂaksanakan sesuaz Peraturan Bupati Nomor 6
Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyaluran Bantuan
Langsung Pangan Daerah Dalam Rangka Penanggulangan

: Dampak Sos1a1 dan Ekonom1 Selama Pandemi Corona Vn'us

(5)

)

Disease 2019 (COVID-19).

Bantuan lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), sesuai

“ketentuan perundang-undangan dan kemampuan- keuangan

daerah.

| BAB VII
- SUMBER DAYA PENANGANAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID- 19)

Pasal 26
-Pengerahan -sumber daya dan operasio_hal pelaksanaan terhadap
pembafasan ‘kegiatan dl luar rumah -'sel_ama inasa PSBB
sebagaimana dimaksud dalamPasal 5 ayat (3) huruf a, di masing-.

masing kecam_atan dilaksanakan o_leh' satuan tugas oprasional

- Gugus Tugas Kabupaten dan Desa. -

Pengerahan sumber daya dan 6perasional' terhadap pelaksanaan
pembatasan kegiétaﬁ pérgerakan' orang masuk ke wilayah Daerah
di semua pintu masuk -Darét selama’ pelaksanaan PSBB,
sebagaimana dimaksud dalamPasal 5 ayat (3) huruf b,
dikoordinasikan dan dllaksanakan oleh satuan tugas terkalt pada

Gugus Tugas Kabupaten

(1)

Pasal 27 _
Pemermtah Daerah - dapat melakukan kerja sama dalam
pelaksanaan _PSBB _dengan berbagau pihak sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.
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(2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam
bentuk: | o |

a. duku'ngan sumber daya manusia; -

saré.na dan prasarana; B

.data dan irifo_rmasi;

bantuan pér_nbiayaan;atau

R -Y -V

jasa dan/ atau dukungan lain. -

BAB VI
_ PEMANTAUAN EVALUASI, DAN PELAPORAN
Pasal 28 | B |

(1) Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan PSBB dilakukaﬁ
dalam rangka efektivitas pelaksanaan PSBB dalam memutus
rantai penularan Corona Virus Disease 2019 (COVID 19).

(2) Pemantauan dan evaluasi sebagaJmana dimaksud pada ayat (1)
-d_ilakukan secara bersama-sama oleh Gugus tugas Kab_upateri _da_n
Gugus Tugas Provinsi. | . |

(3) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dlmaksud pada  ayat
{(2)dilakukan melalul pemeriksaan lapangan ' o
a. pelaksanaan PSBB pada Pembatasan kegiatan di luar rumah

yang ‘dil'akukan oleh setiap orang yang berdomisﬂi dan/ atau
berkegiatan di wilayah Daerah dilaksanakan oleh Gugus Tugas
‘Kabupaten dengan mengmu-tsertak_an"_unsu'r ‘MUI, Tokoh
' égama Tokoh Masyarakat, - Aparaf Kecamatan dan  Desa
bersama unsur TNI dan Polri dan d1b1aya1 melalm APBD
-Kabupaten dan Dana Desa - -
‘c. evaluasi dilakukan secara bersama—sama oleh unsur gugus
tugas secara bexjenjang

(4) Pemlauan efektivitas pelaksanaan PSBB dldasarkan pada kriteria:

a. pelaksanaan PSBB sesuai dengan Peraturan Bupatl
b. _]umlah kasus, dan

c. sebaran kasus

| . Pasal29 o

(1) Dalam . pelaksanaan PSBB, Pemerintah 'Daerah, ~ swasta,
akademisi, rilasyarakat dan media turut berpartisipasi aktif
melakukan pémantauan pelaksanaan PSBB.
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(2) Pemantauan pelaksanaan PSBB sebagalmana dlmaksud pada

| ayat (1) dllaporkan melalul call centre 08114307000 (Gugus Tugas
Kabupaten) ' '

3 Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dlnndaldan_]uu

| oleh Gugus Tugas Kabupaten sesuai dengan kewenangan dan_

tanggung jawab.

'BAB IX
SANKSI
Pasal 307
Pelanggaran terhadap pelaksanaan PSBB dikenakan sanksi sesuai

~ dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 31 _
- Peraturan Bupaﬁ ini mulai berlaku pada_tanggal diundangkan.
Agar seﬁap oraﬁg mengetahuinya, ‘memerintahkan ‘pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempa‘amnya dalam Berita Daerah
Kabupaten Gorontalo Utara

Ditetapkan di Gorontalo Utara _‘
pada tanggal 05 i 12020

INDRA YASIN

Diundangkan di Gdrontalo ra
pada tanggal 0b e

SEKRETARIS DAERAH

2020
BUPATEN GORONTALO UTARA
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